LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT || REMBANG
NO. 8 TAHUN 1989 SERI A NOMOR 5
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1988

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah harus segera
disesualkan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku :

b. bahwa untuk melaksanakan penyesualan materi
tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Rembang tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propensl Jawa Tengah :

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

*  pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Badan
Penyveiesalan Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 1987 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684),
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah: (Lembaran WNegara
Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negera Republik indonesia Nomor 3685)
Undang-undang Nomeor 19 Tahun 1947 tentang
Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara indonesla tahun 1987
Nomor 54. Tambahan Lambaran Negara Republik
indonesia Nomor 3681);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak
Daerah.

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun
1997 tentang Wajib Pajak  yang walib
menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i
Rembang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Penvyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang ( Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembanng Tahun
1989 Nomor 8 ).
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat il Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l
REMBANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang |

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang ; .

¢. Bupatl Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1| Rembang |

d. Pejabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesual dengan peraturan perundang-undanngan yang beriaku ;

¢. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan hotel dan restoran ;

£ Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orangd untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh  pelayanan . dan atau fasiltas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyafu ,
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. kecuali untuk pertokoan dan
perkantoran |

g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau
minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha
jasa boga atau katering ;

h. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau padan vang
menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ,

i Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh walib pajak untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran Pajak terutang menurut Peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah :

j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutmya disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan oleh walib pajak untuk melakukan pembayaran atau
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peyetoren pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang dituniuk
oieh Bupat! Kspala Daerah ;

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjuinya disingiat SKPD adalah
surat Kaputusan vang mensntukan besamya jumiah pajak vang terutang ;

. Surat Ketetapan Psjak Daerah Kurang Bayar yang selamuinva disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusen yang menentukan besarnya jumiah pajak
vang terutang, jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pambayaran pokok
pajak, besamya sanksi administras] dan jumiah yang masih harus dibayar

m. Surat Keletapan Pajak Dasrah Kurang Bayar Tambahan yang setanjutnya
disingkst SKPDKBT adalah Sumat Keputusan yeng msnenukan tambahan
atas jumish pajak vang ditetapkan

n. Surat Ketetapan Pajak Dasrah Lebih Bayar yang selanjufnya disingket
SKPULB adalh Swrat Keputusan yang menemuian jumlah kelebthan
pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dar! pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang ;

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang seianjutnya disingkat SKPDN,
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah pajak yang terutang sama
besamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak ;

p. Surat Taglhan Pajak Dasrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administras berupa bunga dan
atau denda .

*

BAB i
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di
hotel dan restoran .
Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran

di hotsl dan atau restoran, termasuk

a. fasiiitas penginapan atau fasiitas tinggal jangka pendek ;

b. pelayanan penunjang ssbagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
tinggal jangka pendek yang sifetrva membarikan Kemudahan dan
kemyamanan ;

¢. fasitas olgh raga dan hlburan yang disedlakan khusus untuk tamu hotel,
bukan untuk umum ;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel :

(]
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e. penjualen makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan

fasiitas penyantapannya.
(2) Tldak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

. persewaen rumah stau kemar, apartemen dan stau fasilitas tempat
tinggal lminnya vang tidak menyatu dengan hote! ;

b. asrama dan pondok pesantren |

c. fasiitas olah raga dan hiburan yang dlsediakan di hotel varg
dipergunakan oleh wrum di holel ;

d. pertokosn, perkanioran, perbankkan, salon vang dipergunakan oleh
umum ¢ hotal ;

8. pelayanan perialanan wisata yang diselenggarakan oleh hotsl dan dapat
dimanfaatkan oleh umum ;

f. pelayanan usaha jasa bogaskatering .

Pasai 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meiakukan pembayaran
atas pelayanan hotel dan restoran.
Pasal 5

Wajib Pajak adaiah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 8

Dasar pengenaan pajak adalah jumiah pembayaran yang dilakukan kepada hotsi
dan atau restoran.
Pasal 7

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

{1} Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

(2) Besarnya pajak terutang dihfung dengan cara mengalihkan tarip
sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana
dimaksud Pasal 6.
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BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati

Kepala Daeran sebagai dasar untuk menghultung besarmya Pajak terutang.
Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka wakiu tertentu yang lamanya satu tahun takwin
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun takwin.

Pasal 11
Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

Pasal 12

(1) Setiap Waijlb Pajak wajib mengisi SPTPD.

2, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jalas,
benar dan lengkap.

%, Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olah Bupati Kepala
Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

{1} Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
Bupati Kepata Daerah menstapkan pajek terutang dengan menerbitkan
SKPD.

i{2) Apablla SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama satu bulan sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % { dus persen )
sebutan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

o
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Pasal 14

Wallb Pajak vang membayar sendir, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) digunskan untuk menghitung , memperhitungkan dan
msenetapkan pajak sendirl vang terutang,

Dalam jengka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya palak, Bupati

Kepafa Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ;

¢. SKPDN,

SKPDKB sebagakmans dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbifkan - .

a. apabiia berdasarkan hasii pemeriksaan atau keterangan lain pajak vang
terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dibftung dari pajak vang
kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua
puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. apablla SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakiu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulls, dikenakan sanks! administrasi berupa
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebudan dihltung dari peajak vang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua
pulh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

¢. apablia kewajlban mengisi SPTPD tidek dipenuhi, pajak yang terutang
dihfiung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25 % ( dus puiuh ima persen ) darl pokok pajak
dtambah sanks! adrinistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua psrsen)
sebulan dihitung darl pajak yeng kurang atau teriambat dibayar untuk
jangka wakty paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung seiak sasat
terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagalmana dimaksud pads avat (2) huruf b diterbiikan spabila

ditemukan data baru atasu dala yang semuda bslum terungksp vang

meinyebabkan penambahgn jundah pajek vang teruiang, dan dikenakan
sanks! administrasi berupa kenalkan sehasar 100 % ( serstus persen ) dari
ievdzh kekurangen palsk tersebut.

SKPDN sebagaimana d@maksud pade avat (2} hunidf ¢ diterblikan spablia

jumiah pajak yang lerutang sams besamys f_sengan iEnéah kredit pajak atau

pajek tidak teruteng dan tidak ada kredlt palak.

Apabia kewaban membayar pajak tensdang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

scbagaimana dimeksud pads syat (2) tidak afsu kurang dibavar daiem

jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasl berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan.
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BAB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

. (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati Kepala Daerah sesual waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDBK dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lembatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan persetujuan kepada Waijlb
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, seteiah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampal batas wakiu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang
bayar.

{(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda buktl pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

",
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BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) dari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

(1) Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis, jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

{2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu)
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Apabila telah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kKepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Leiang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada walib pajak.
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Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupatl Kepala Daersh,

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

{1) Bupafl Kepalg Daerah berdasarkan permohonan Wealih Pajak dapat
membarikan pengurangan, keringanan dan pembebasan palak.

(2) Tate cara pemberian pengurangan, Keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oieh Bupali Kepala
Dasrah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 75

{1} Bupatl Kepala Daerah karena jgbafan atau atas permohonan Wallh Pajak
dapat :

a.

LI

membetuikan SKPD atau SKPDKB atay SKPDKBT atau STPD vang
galem penetbiannve ferdepal Kesalhan fuls, kesakshan hlfung dan
atau keokeliruan dalam penerapan persturan  penmdangundangan
perpajakan dserah,

membatalkan atau mengurangkan ketstapan pajak yang tidak benar,
mengurangkan alau menghapusken sanksi adiinisiras barupa bungs,
denda dan kenaksn pajak vang lerutang Geiam hal sanksi terssbif
dikenakan Karens kekhilafan Walb Palek siau bukan Rarens
kesalahannya.

{2) Permohonan pembeiulan, pembaiaian, pengurengan Xeistapan dan
penghapusan afau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagsimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah,
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atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas. _
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) drterima sudah harus
memberikan keputusan.

Apablla setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat atas suatu :

. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

Surat Ketetapan Pajak Dasrah Nihil (SKPDN):

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan dasrah yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulls dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
diterima oleh Walib Pajak , atau tanggs ipnmoionga Ypemungutan oleh plhak
ketiga sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas,
kecuall apsbile Waljib Palak dapat menunjuk &-ar‘ bahwa jangke wakie #tu
tidak dapat dipsnuil karens keadaan dlluar kekuasaannya.

Bupati Kepala Daerai atau Pejabat dalam langhka walkiu paling lama 12 {dua
belas) bulan sejak tanggal surat permchonan keberaten sebagaimana
dimaksud pada avat (2) diterima, sudah harus membserikan Keputusan.
Apablia setalah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

"o a0 o



-12 -

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak. .

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka wakty 3 (tige) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan.

{2) Pengeajuan Banding sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak menunda
kewajlban membayar pajak.

Pasal 28

Apablia pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau
banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnys,
kelsbihan pembayaran pajek dikemballkan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebufan untuk péling lama 24 (dua pulub empat) bulan.

BAB Xl
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.

(2) Bupati Kepala Daecrah atau Pejabat dalam jangka waktu paling jama 12 {(dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

{3) Apablia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui.
Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelobihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabiia Wajib Pajak mempunyal utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi teriebih dahulu utang pajak dimaksud.

)
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* (5) Pengembafian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Suraf
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabita pengembalian kKeleblhan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dug) bulan pajak diterbltkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah
atau Pejabat memberikan imbaian bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan
atau ketsriambatan pembayaran  kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaraan pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan bukuan berlaku
sebagal bukti pembayaran.

BAB Xili
KEDALUARSA

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (fima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak, Kecuali
apablla Wajlb Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampalkan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga meruglkan keuangan daerah dapat
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau -

denda paling banyak 2 (dua) kall jumiah pajak terhutang.

(2) Walib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumiah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah
melempaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhimya Masa Pajak atau berakhimya baglan Tahun pajak atau berakhirmya
tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

{1) Penyidikan Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan
wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencar, mengumpulkan dan menefiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bideng perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi leblh lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilekukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah.

¢. meminta Keterangan dan bahan buiti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumsn-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana perpsjaikan di daeran.

8. melakukan penggeledahan untuk mendapatken bahan pukil pembuiuen,
pencatetan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

-
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g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagimana pada huruf
e.

h. memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pidana perpajakan
dasrah.

I. memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksl.

menghentikan penyelidikan.

melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyelidikan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampalkan hasll penyidikkannya kepada Penuntut
Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- o

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
daerah Tingkat Il Rembang Tanggal 10 Mel 1961 tentang Pajak Pembangunan |
(di sahkan Presiden tanggal 28 Mei tahun 1962 Nomor 1989) dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang,
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT i TINGKAT Il REMBANG
REMBANG
KETUA
HENDARSONO Drs. H. WACHIDI RIWONO

Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat (4)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1887 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomer 8 Tahur: 1998 Seri A

Nomer 5 pada Tanggal 30 Jull 1998

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat 1i
Rembang

H NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 891
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
NOMER 8 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomer 18
Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah, maka Pesmerintah Daerah Tingkat | maupun Pemerintah Daerah
Tingkat || diharuskan menyusun kemball Peraturan Daerah mengenal Pajak
Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

Dalam Undang-undang Nomer 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, BAB ||, Pasal 2 Ayat 2 huruf a disebutkan Pajak Hotel
dan Restoran adalah salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat !I, maka
merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |
Rembang untuk menyusun Peraturan daerah tentang Pajak Hotel dan
Restoran.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasai 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Fasilitas penginaparn / fasilitas tinggal jangka pendek antara lain
gubuk pariwisata (Coftege), motel, wisma pariwisata,
pesanggrahan (Hostel} losmen dan rumah penginapan.
Dalam pengertian rumah penginapan termasuk kos dengan
jumiah kamar 15 (lima belas) atau leblh yang menvadiakan
fasilitas seperti rumah penginapan.
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Huruf b
Peiayanan penunjang antara lain, telepon. faksimil. teleks. foto
copy, pelayanan cuci, setrika. taksi, dan pengangkutan iainnya
vang disediakan dan dikelola oleh hotel.
Huruf ¢
Fasilitas olah raga dan hiburan antara iain. pusat kebugaran,
kolam renang, golf. karaoke, pub. diskotik, yang disediakan oleh
hotel.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Peasal 6
Cukup jelas
Pasai 7
Lukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (Z)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasai 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2,
Cukup jeias
Ayat (3)
Cukup jelas

‘I
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Pasal 13
‘Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf ¢
Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupalt!
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data
yang ada atau keterangan lain yang dimillki Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Wajib Pajak tidak boleh membayar utang pejaknya dengan cara
mengangsur.
Avat (2)
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Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak sekaligus/lunas
maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur
kepada Bupatl Kepala Daerah, dan apabila Wajib Pajak telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Waijib
Pajak untuk mengangsur utang pajaknya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5}
Cukup jelas
Pasal 17
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2).
Cukup jeias
Pasal 18
Ayat (1)
Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktwtangga yang
ditetapkan bagi Wajib pajak untuk meiunasi :fang pajaknya
Ayat (23
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasai 24
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Ayat (1)
Dalam keadaan tfertentu Wajib Pajek tidak dapar melakukan
kewajlbannya maka Bupati Kepala Daerah dapat memberikan
pengurangan. xeringanan dan pembebasan pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasai 25
Ayat (1)
dalam hal tertentu petugas melakukan kesalanan dalam hai
penetapan SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan
pembetulan. pengurangan penetapan penghzpusan  sanksi
administrasi dan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar,
Avat {2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
~asal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasai 27
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelzs
Pasal 28
Cukup jelas
Fasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jeias
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat {5)
Cukup jelas
Ayat {6)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat, {1y
Saat Kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk
memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat
ditagih lagi.
Ayat {(2)
Huruf 2
Dalam ha! diterbitkan surat taguran dan sural paksa, kedaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa
tersebut.
Huruf b
Yang dirmaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara
langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak
kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 32
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran
Walib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati
atau kurang mengindankan kewajibannya sehingga perbuatan
tersebut menimbulkan kerugian keuangan Pemeriniah Daerah.
Avat (2)
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Perbuatan atau tindakan sebagaimana di meksud dalam ayat ini
vang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksl yang lebih berat
dari pada aipa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi
Pemerintah Daerah.
Pasal 33
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum
bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 34
Ayat (1)
Penyidik  dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh Menteri Kehakiman, sesuai dengan perundang-undangan yang
beriaku.
Penyelidikan di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksananya.
Ayat (2)
Cukup jeias
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas



